
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR : 45 Tahun 2007 

TENTANG 

CUTI BAGI DIREKSI DAN PEGAWAI 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 42 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memperoleh hak cuti; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
sebagaimana tersebut huruf a, maka pengaturan hak cuti bagi 
direksi dan pegawai PDAM diatur lebih lanjut oleh Bupati ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b 
perlu mengatur cuti bagi direksi dan pegawai PDAM Kabupaten 
Banyumas dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 
Nomor 012/PU-1/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi 
Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454B); 



Menetopkon 

5. r erAluran Montori DAIAfn Noyorl Horuhlik lndon'J9IA N(Jmor 2 
Tehun -2007 l 111lrmg o,uR11 dr111 Kor,ogRwRhm PeruAAhASJn 
Dll lfllh Ah Mhwrn; 

6. P 1alurcm nnowh Knbupntrm fJn11yutn ao Nomor (j Tatiur, 197'1 
t ntnn l I milrl 111 fl; ru nlu11111 00( roll Air Minim, Kohtlpaten 
I :11\yumn" (le rnbnrun I ooruh Prop In I r noroti fin 1ks•t I ,ltJwa 
l ngoh l'ohun 1974 Nomor 153 Sari C). 

Memutuskan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI BAGI DIREKSI DAN 
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 
BANYUMAS 

Pasal 1 

Ketentuan Umum 

Dalam _P~ratu~an Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. ~~t.1 d1reks1 atau pegawai PDAM adalah keadaan tidak masuk kerja yang 

d11zinkan dalam jangka waktu tertentu; 

2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah: 
a. Bupati bagi anggota direksi; 
b. Direksi atau pejabat lain yang ditentukan oleh direksi bagi pegawai PDAM. 

Pasal 2 

Janis Cuti 

Setiap anggota direksi dan pegawai diberi cuti yang terdiri dari : 

a. Cuti tahunan; 

b. Cuti besar; 

c. Cuti sakit; 

d. Cuti melaksanakan ibadah; 

e. Cuti karena alasan penting; 

f. Cuti bersalin; dan 

g. Cuti di luar tanggungan perusahaan. 

Pasal 3 

Cuti Tahunan 

(1) Setiap anggota direksi dan pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 
satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti 
tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga 
jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja . 

(2) Pejabat yang berwenang dapat menunda permohonan cuti tahunan yang 
diajukan oleh anggota direksi atau pegawai karena kepentingan perusahaan 
paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak pengajuan cuti. 

(3) Permohonan untuk menggunakan hak cuti tahunan harus dlajukan secar~ 
tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) han 
•-- -! - --L. - 1, ·--·'" 
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(4) Cuti tahunan dlberlkan secnrn tortulls oleh pojabat yang berwewenang 

memborlkon cuti. 

(5) HAk cutl tnhu1111n ntau slsn cull tnhunan hllong apabila tlcJak diambil dalam 
jangkn woktu G (onmn) bulrm podo tohun borlkutnyo. 

Posol '1 

Cuti Bosar 

(1) Anggota dlreksi berhak untuk mendapatkan cuti besar selama dua bulan dalam 
atu kali masa jabatan. 

(2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah 
anggota direksi bekerja paling sedikit satu tahun dan cuti dllaksanakan dalam 
waktu 2 (dua) tahun masing-masing 1 (satu) bulan dengan ketentuan hak cuti 
tahunan pada 2 (dua) tahun yang bersangkutan hilang. 

(3) Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun dan kelipatannya 
berhak untuk mendapatkan cuti besar untuk lstirahat panjang selama 2 (dua) 
bulan. 

(4) Cuti_ besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun 
ketuJuh dan kedelapan dan pada tahun kelipatan 6 (enam) berikutnya, masing­
masing 1 (satu) bulan dengan ketentuan hak cuti tahunan pada 2 (dua) tahun 
yang bersangkutan hilang. 

(5) Permohonan untuk menggunakan hak cuti besar harus diajukan secara tertulis 
kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja 
sebelumnya. 

Pasal 5 

Cuti Sakit 

(1) Anggota direksi dan pegawai yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan 
ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat 
Keterangan dari Dokter. 

(2) Apabila cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui 12 
bulan dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh 
perusahaan, yang bersangkutan dinyatakan masih dalam keadaan sakit dan 
belum dapat bekerja kembali, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan 
dengan hormat, kecuali sakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan atau 
kecelakaan kerja. 

(3) Anggota direksi dan pegawai yang menderita sakit yang disebabkan oleh 
hubungan kerja dan atau kecelakaan kerja yang perlu mendapat perawatan, 
berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dan yang 
bersangkutan tetap diberikan penghasilan secara penuh. 

(4) Penghasilan bagi anggota direksi dan pegawai yang menjalani cuti sakit diatur 
sebagai berikut : 

a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, setiap bulan berhak menerima 100% dari 
penghasilan bulanan, 

b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, setiap bulan berhak merima 75% dari 
penghasilan bulanan, 

c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, setiap bulan berhak menerima 50% dari 
penghasilan bulanan, 



d. Untuk bulan selanjutnya, setlap bulan berhak menorlma 25% darl 
penghasilan bulanan sebelum dilakukan pemberhentlan dengan hormet. 

Pasal 6 

Cuti Melaksanakan lbadah 

(1) Anggota direksi berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah haji dan atau umroh 
satu kali setiap satu kali masa jabatan, sedangkan pegawai berhak atas cuti 
untuk ~enunaikan ibadah haji dan atau umroh 1 (satu) kali selama menjadi 
pegawaI. 

(2) Anggota direksi dan pegawai yang menunaikan ibadah haji diberikan cuti paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari kalender. 

(3) Ariggota direksi dim pegawai yang menuriaikan ibadah umroh diberikan cuti 
paling lama 15 (lima belas) harl kalender. 

(4) Anggota direksi dan pegawai yang menunaikan ibadah selain sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) diberikan cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari 
kalender. 

(5) ~nggot~ direksi dan atau pegawai yang menjalani cuti untuk menunaikan 
1badah tldak berhak lagi atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan. 

(6) Permohonan untuk menggunakan hak cuti untuk menunaikan ibadah harus 
diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 
(enam) hari kerja sebelumnya. 

Pasal 7 

Cuti Karena Alasan Penting 

(1) Anggota direksi atau pegawai yang menikah, berhak mendapat cuti tiga hari 
kerja; 

a. Menikah, berhak mendapat cuti 3 (tiga) hari kerja; 

b. Menikahkan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja; 

c. Mengkhitankan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja; 

d. Membaptiskan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja; 

e. lstri melahirkan atau keguguran kandungan, berhak mendapat cuti 2 (dua) 
hari kerja; 

f. Suami/istri, orang tua/mertua, anak, menantu, meninggal dunia, berhak 
mendapat cuti 2 (dua) hari kerja; 

g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, berhak mendapat cuti 
1 (satu) hari kerja; 

h. Saudara kandung/ipar/tiri/angkat meninggal dunia, berhak mendapat cuti 1 
(satu) hari kerja. 

(2) Permohonan untuk menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, b, c, dan d harus diajukan kepada pejabat yang berwenang 
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya. 

(3) Anggota direksi dan pegawai yang menggunakan hak cuti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, dan h harus memberitahukan kepada 
pejabat yang berwenang pada saat mulai menggunakan hak cutinya dan 
administrasi penggunaan cuti diselesaikan segera setelah masuk kerja. 
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Pasal 9 

Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan 

A 9 ta d ireksi dapat _mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan 
perusahaan 1 satu kah) dalam satu periode jabatan dan dapat diberi an 
setelah yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun. 

{ ) Pegm ai dap~t m~ngajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan 
setelah beke11a paling sedikit 5 (lima tahun) dan kelipatannya. 

( ) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan untuk waktu paling sedikrt 
2 (dua) bulan serta pal ing lama 3 (tiga) bulan untuk anggota direksi dan 6 
(enam) bulan untuk pegawai. 

(4) Pelaksanaan cuti sebaga imana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dipecah­
pecah da lam kurun waktu 1 (satu) periode jabatan bagi direksi dan dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun atau ke lipatannya bagi pegawai. 

(5) Permohonan untuk rnenggunakan cuti di luar tanggungan perusahaan harus 
diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 
(enarn) hari kerja sebelumnya. 

(6) Pejabat yang berwenang berhak untuk menolak permohonan cuti di luar 
tanggungan perusahaan dengan alasan kepentingan dan kelancaran 
operasional perusahaan. 

) Selama menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan , direksi atau pegawai 
yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan penghasilan bulanan dan tidak 
berhak rnenggunakan fasilitas perusahaan. 

(8) Selama pegawai menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan maka waktu cuti 
tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat d n 

kena ikan gaji berkala. 

(9) Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan ang 
bersangkutan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang bahwa i 

sudah mulai bekerja kembali. 

(10) Apabila waktu cuti telah berakhlr dan yang bersangkutan tidak melaporkan 
kepada pejabat yang berwenang bahwa ia sudah mulal b kerja kernball , maka 
yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat. 



(11 ) P~da sant dlrok I monjAlanl utl di luor bmggungar, perusahaan, maka untuk 
kelnncaran OJ om I nRI porusolmr,11 dltunjuk Ytm~ Monjolankan Tugas sebagai 
dir ksl. 

f O lUI 10 
Kotontuan Laln-Lnln 

(1 Dir k ·i otnu p gawal yang sedang menjolankan cuti tohunan, c;uti bosar dan 
uti kareno alasan pentlng dapat dipanggll untuk melokoanakan tuga~ apabila 

t rd pat kepentingan perusahaan yang mendesak. 
( ) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1 ), maka jangka waktu cu i vang 

belum dijalankan itu tetap menjadi hak yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal perusahaan menganggap perlu , segala macam cuti dapa• 

ditangguhkan. 
(4) Anggota direksi dan pegawai yang menjalani cuti tetap diberikan penghasilan 

secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan. 
(5) Permohonan cuti yang diajukan kurang dari waktu yang telah ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 9 
ayat (5) dapat ditunda untuk paling lama 2 (dua) bulan. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyumas. 
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